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Kata Pengantar

Berfilsafat itu adalah manusia berkepribadian, dalam
pengertian dan makna manusia sebagai makhluk ciptaan
Tuhan Yang Maha Esa yang mulia itu tidak hanya berilmu,
letapi juga mengolah teori, doktrin-doktrin atau ajaran serta
perbuatan-perbuatan konkretnya di dalam masyarakat dengan
cara atau metode dan petunjuk tertentu. Dalam buku dengan
judul Filsafat Pemilu untuk Pemilu Bermartabat ini batasan
berfilsafat sebagaimana dikemukakan di atas dapat dilihat
secara nyata. Para penulis, yang adalah ilmuan, namun juga
karena Calling-nya menjadi para pelaku atau praktisi dengan
kapasitas yang tinggi, sebagai Pejabat Negara berfilsafat,
berilmu pengetahuan tentang Pemilu.

Ragam teori, doktrin atau ajaran-ajaran (teachings),
berikut perbuatan-perbuatan konkret ketatanegaraan dalam
bidang kepemiluan dikumpulkan, kemudian diolah atau
dianalisa. Di tengah-tengah kesibukan yang sangat, me-
nerima, memeriksa untuk kemudian memutus laporan-la-
poran pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran etika
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PENDAHULUAN:
Filsafat Pemilu Untuk Pemilu
Bermartabat

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan suatu
karya dalam Filsafat Hukum, yang menekankan kepada Prin-
slp-Prinsip atau Asas-Asas Hukum. Struktur dan tipologi dari
Prinsip-Prinsip atau Asas-Asas tersebut terbagi ke dalam tiga
bagian besar. Pertama, yaitu prinsip-prinsip atau asas-asas
dalam Prinsip Pemilu. Kharakteristik atau sifat dari asas-asas
dalam tipologi Prinsip Pemilu yang pertama ini bersifat tetap,
tidak dapat berubah. Sebab, akibat dari perubahan terhadap
asas hukum yang tetap itu adalah keruntuhan bangunan
negara, jika tidak mau dikatakan lenyapnya negara. Oleh
karena itu maka prinsip-prinsip dalam Prinsip Tetap harus di-
jaga atau dipastikan tetap, dalam perspektif national security
atau keamanan nasional. Kedua, yaitu prinsip-prinsip atau
asas-asas dalam Prinsip Penyelenggara Pemilu.

Asas-asas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang sudah
umum dikenal seperti langsung, umum, bebas dan rahasia
, (Luber); begitu pula dengan perubahan yang sudah dilakukan
belakangan ini seperti asas jujur dan adil (jurdil) adalah
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interpares itu disebut sebagai wakil -wakil (representatives) i
rakyat. Inilah demokrasi perwakilan yang Bermartabat,

Itulah sebabnya, Sistem Pemilu yang sejalan den
makna demokrasi yang diberikan oleh rakyat dengan bt
pedoman kepada Pancasila sebagai alat ukur kebenaran fur
mil dan materiil tersebut dapat dikemukakan di sini. Bahwa
terdapat nilai-nilai yang menjadi input, kemudian yang me
nentukan proses serta luaran berupa UU Pemilu untuk Pemilu
Bermartabat.

Daftar Bacaan

Begitu pula, sebagai suatu sistem, maka selanjutnya,
dalam proses umpan-balik atau proses loloh-balik akan ada

Ugmb-_umrwb lagi yang Bmﬁﬁma_umvmuﬁ imput nilai-nilal N o e
untuk Pemilu Bermartabat. Sehingga secara sederhana, dalam
logika sistemik menurut teori Keadilan Bermartabat, arah
atau makma dan hakikat dari Pemilu Bermartabat itu pada
prinsipnya adalah: “ Chakim, M. Lutfi. Desain Institutional Dewan Kehormatan |

Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Peradilan Etik, il

Jurmal Konstitusi, Volume 11, No. 2, Juni 2014;

Asshiddigie, Jimly. Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, —
Cetakan Kedua, RajaGrafindo Persada, Depok, 2014. _

Brennan, Jason The Ethics of Voting, Princeton University Press,
Princeton, NJ, 2011.

Feith, Herbert. Pemilihan Umum 1955 di Indonesia, Kepustakaan ll
Populer Gramedia, Jakarta, 1999.

Haris, Syamsuddin. bMenggugat Pemilihan Umum Orde Baru,
Obor dan PPW-LIPI, Jakarta, 1998;

Husein, Harun. (Ed.), Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014, ,,.
Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 2017.

Jimly Asshiddigie, Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu, ,
Cetakan Kedua, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
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